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1. PENDAHULUAN

of Forest in order 1o achieve the maximum

Maximum and

i ini adalah apakah Hutan Produksi Indonesia masih tetap

. P ertanyaa;l p?sl;ngage::;::?sgitlanjumya, sesF:lai dengan UUD 1945, apakah benar bahwa

G g i telah diusahakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyaf‘? Pengu_s.ahaap

BCaR a!?m mlde arnya mengikuti kaidah-kaidah ekonomi produksi. ?roduksx komodnt.x hasil

hutan pr,OdUkSI p?dal }?Sbany ak variabel, baik yang tidak dapat dikenfiallkall ole}.l manus_la.c!an

ht:(tnanl d'P cngl&:;l:::: ;a::g dapZt dimanipulasi untuk memaksimumkan tujuan manusia (maximising
teknologt m

benefi).

tidak dapat lepas dengan kepentingan umum.
engelolaan sumberdaya h}ltan _ e
Manaje;::ial?:tsaar:ngzdﬁxks% harus mentaati prinsip pembang:naqk)i'::gn?:gel:insjtl;:inp(::;usahaan
. : ,
berwawasan lingkungan. Dengan dem : ontingnya
:egloprozrzis?a:alzz’%ulisan ini, mengacu pada semua aspek yang ;:f:?gag‘::g;‘; Serta piel
s:mlr:er%aya hutan baik aspek fisik kawasan dan sumber-sumber yang a

sosial-ekonomi dan institusi.

—

elekat
. - aratan dan peluang yang m
' Konteks pembahasan hanya pada hutan produksi yang status, ciri, persy

i lainnya.
Pada kawasan tersebut, berbeda dengan kawasan hutan dengan fungsi lainny
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3 DIINGINKA
2. ARAH PENGUSAHAAN HUTAN YAN(C D N

.+ dimulai dengan pemanfaatan
Scjarah pemanfaatan sumberdaya alam di dul}'ﬂ _'":i;:;ﬂu:)l:wra[;n prinsip pengelol;;:: d
i Seink it 1 dakan dimaksud adalah pionir Ga¥ ble and multiple outpy . an
st;::r%i%aul:nya Scja:: lr((lila“: Ze:bagunﬂ dan lestari (sustad teelah menjadi isu dunia yaneszurc
’l:'a"agc’"z:;: Pi'!:':::rlkile)-yscjﬂk lama arah pengusahaan.h;:)an" res kehutanan sedunia antafa f'?a'
terlihat dari tema-tema yang dipakai dalam berbagall " %*oreslaHeritage Jor the Future”am;
“Forest for Community Development”, “Fores t for Peop eb. rsumber pada peluang Yang adq
seterusnya. Namun perbedaan pendapat justru umumgylzmeprinsip manajemen hutan it senpd-.
manfaat serbaguna (multiple-outputs) yang le:;dap:l::mt:akSimumkan manfaat-manfaat (maximiz;;] :
Jika pengusahaan hutan bertu_luag hanya _Seke :; o dan untuk siapa? ”. Mungkin jawabap yig
benefits), lalu timbul pertanyaan "memaksimumkan ap ” . S
Al pertany berdaya hutan yang bijaksana ’, tetapi kemudian dihadap
tepat adalah “konsep penggunaan sumberday ngan siapa? ” Kalau dilihat darj .

in: bii kepentin
pada pertanyaan yang lain; ‘bijaksana menurul
industri hasil hutan, maka penggunaan yang bijaksana adalah untuk mendapatkan kayy yang

optimal, namun dari sisi ekologis maka pemanfaatan hutan yang bijaksana ini lebih ditekankp

. : indungan lingkungan hidup.
sebagai sumber plasma nutfah (genetic source) dan perlin . ; '
Pandang:n tentang arah pengusahaan hutan produksi terutama dari hutan alam yang hampir

habis ini, terus merembet ke masalah konservasi dan terus ’Pergerak .kepzflda masalah politk
perdagangan. Hal terakhir ini terlihat dari adanya penerapan ‘ecolabelling _dal-am perdagangan
hasil hutan, atau penerapan label pada produk hasil hutan untuk mendapatkan jaminan bahwa hag;|
tersebut diperoleh dari pengelolaan hutan produksi yang lestari. Surr!bef' perbedaan pendapat
tentang benefit apa yang dapat diperoleh dari hutan adalah adanya dua prinsip yang belakangan in;

makin seru diperdebatkan.

1. Prinsip pertama yaitu kelestarian manfaat ganda atau “sustained yield-multiple-
outputs " dimana kebijakan ini bertolak dari upaya pemenuhan permintaan optimal
(optimal demand) terhadap barang dan jasa hasil hutan.

2. Prinsip yang kedua adalah pemanfaatan multiguna dari sumberdaya hutan secara lestari atau

“sustainable multiple-use of forest resources ”dimana kebijakan tersebut harus tergantung pada
kemampuan optimal sumberdaya hutan untuk berfungsi ganda.

Fungsi ganda hutan berlaky bagi semua hutan
rekreasi, fungsi konservasi

pentingan ekologis Namun  di banyak negara
nomi masih  menjadi  tuntutan pokok dalam
hingga pada kenyataannya kepentingan
atian yang serius,

: ebijakan kh nya

tidak d i , PeNgawasan .y . -ausus untuk penanggulangan

i apat dilaksanakap sebagaimang yang di}?:r:% kln:j menjadi kewenanganppemerintah i
kan darj

otonomi daerah jty sendiri.
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MASALAH SOSIAL EKONOMI DALAM MANAJEMEN
HUTAN PRODUKSI D1 INDONESIA
(John E.H.J. FoEh')

Hasil UNCED/KTT bu'mi 19922, lelah“ mengambil konsensus untuk mengkompromikan
kedua pandangan tersebut misalnya dalam ‘principles of forest, a global Concensus on the
Management, Conservation and Sustainable Development of All types of Forest ",

Pada elemen dasar butir 2b dinyatakan : “sumberdaya hutan dan lahan hutan harus dikelola secara
lestari untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, ckologi, budaya dan spiritual umat manusia
pada saat sekarang dan pada masa yang akan datang. Kebutuhan inj meliputi hasil hutan dan jasa
hutan seperti kayu dan non kayu, air, makanan, obat-obatan, kayu bakar, perlindungan, pekerjaan
rekreasi, tempat tinggal, habitat untuk kehidupan liar, keanekaragaman lansekap, carbon sink dat;
reservoir serta jasa hutan lainnya”. Dalam butir enam 6c, ditegaskan kembali, “keputusan yang
diambil dalam hal pengelolaan, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan atas sumberdaya
hutan, haruslah sedapat mungkin berdasarkan telaah yang menyeluruh atas nilai-nilaj ekonomi dan
non ekonomi hasil hutan maupun jasa hutan dan mempertimbangkan biaya serta manfaat

lingkungan hidup”.

Dalam sistem pengusahaan hutan, khususnya hutan produksi, diperlukan instrumen
kebijakan pemerintah untuk menghubungkan antara pemilik sumberdaya (negara),
pelaksana/pengusaha (BUMN, BUMD, Swasta) dan sumberdaya hutannya sendiri maupun kegiatan
pemanfaatannya. Instrumen tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.
Komponen lain yang besar perannya dalam sistem ini adalah pasar atau konsumen baik dalam
negeri maupun ekspor. Pada kenyataannya, komoditi kayu dari Indonesia banyak tergantung pada
pasar ekspor (external) yang volume dan harganya lebih tinggi dari pada pasar dalam negeri. Isu
tentang pencabutan larangan ekspor kayu bulat, pajak kayu olahan, distribusi pendapatan dari

sumber (economic rent), sampai kepada illegal logging, harus menjadi sorotan tajam dalam sistem
pengelolaan hutan saat ini.

Komponen berikutnya adalah kegiatan pemanenan (harvesting) dan pasca panen
(pengolahan) pada sumberdaya baik alami (hutan primer) maupun buatan (hutan tanaman / HTI).
Dalam komponen ini dipersyaratkan keseimbangan antara kemampuan produksi hutan yang terukur
dari riap hutan (wood annualy increment), panenan dan pasar yang berkesinambungan, yaitu dari
sumber ke pasar dan sebaliknya dari pasar ke sumber melalui kegiatan industri dan pemanenan
hasil hutan. Pemantapan sistem pengusahaan hutan haruslah dimulai pada sisi yang paling lemah
dahulu, yaitu hutan alam yang terancam punah dan hutan tanaman (HTT) yang tak kunjung berhasil.

Hal ini perlu ditekankan karena kegiatan pada sumberdaya hutan banyak menyangkut kepentingan
umum dan jangka panjang yang justru saat ini kurang disadari atau mungkin sengaja tidak
dipedulikan oleh daerah-daerah yang memiliki hutan karena mengejar target PAD.

3. MASALAH KAWASAN HUTAN

Sejalan dengan penerapan prinsip kelestarian hasil dalam pengelolaan hutan produksi. maka
lahan (kawasan) hutan bukan lagi sekedar faktor produksi melainkan perlu dipandang sebagai suatu

asset (capital) terutama bila menyangkut kepentingan banyak orang dan generasi di masa depan. Di
negara-negara berkemban

g seperti di Indonesia, status kepemilikan lahan masih belum mantap,
baik dari segi hukum

maupun batas-batas di lapangan sehingga seringkali .pelaksanaan
pembangunan yang berdasarkan kelestarian sulit dilaksanakan, terutama berkaitan dengan

tumpang-tindih fungsi lahan dan peruntukannya.

Kawasan hutan alam tropis di luar Jawa hingga kini masih mengandung ciri milik umum
(common property) meskipun pemerintah melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) maupun
Tata Ruang Wilayah, berupaya agar status lahan hutan produksi dapat dihormati. Keadaan in{ lebih
terasa mendesak pada kawasan yang mendapat tekanan pertumbuhan penduduk dan industri yang

? UNCED, Principles of Forest Management, Earth Summit, Rio de Janeiro, 1992. P 56-60
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tak terkendali. Di mata masyarakat dunia, justru masalah ini menjadi sumber ketidak-percayaan
akan terjaminnya kelestarian hutan tropis. Pembangunan hutan dengan status lahan yang
menyandang ciri milik umum akan selalu menderita kerusakan atau penggundulan hutan.
Organisasi Internasional Kayu Tropis (ITTO) dalam Sudradjat? mempersyaratkan pemantapan
kawasan hutan sebagai suatu perkebunan permanen atau “permanent estate” agar kelestarian
hutan lebih terjamin.

Menurut Hyde, 1990 dalam Soemitro, 19925, secara finansial, penggunaan lahan yang
terbaik adalah bila digunakan untuk nilaj penghasilan yang tertinggi (the best land and highest
value use). Perlu dipertimbangkan juga nilai penghasilan tinggi jangka pendek dan jangka panjang,
dimana hutan produksi pada kenyataannya selalu menjadi korban suku bunga tinggi, karena jangka
waktu produksi yang lama. Pada hakekatnya, ada sesuatu yang dapat menambah value-use dari
hutan produksi yaitu jasa lingkungan dari ekosistem yang lebih alami antara lain: konservasi tanah
dan air, habitat yang lebih baik untuk beberapa flora dan fauna. Namun andaikan ini
dipertimbangkan, “the higher value use" atas tambahan jasa lingkungan tersebut maka sukar
dikuantifikasikan untuk menambah keunggulan hutan produksi. Kriteria fisik maupun finansial
dalam alokasi lahan untuk sumberdaya hutan menurut model yang dibuat oleh Hyde (1990) dalam
Soemitro (1992) disajikan pada diagram di bawah ini :

Expected
price S(p)

P2
Pl

P Eme w e o e we cun e

ey e e ey, omp ey

Al |oomm cm e S

ax e e o > = - — e e =

B me o S ~SBP
o e a9 cmmas = <oy =

Areas of forest land

Keterangan :

S(p) - = Kurva supply tebangan tahunan, fungsi dari p (expected price)

D(p) = Kurva demand hasil hutan

A(p) = Kurva alokasi lahan hutan sebagai fungsi dari tebangan tahunan

OAl = Lahan hutan produksi

Ar = Lahan marginal

Ax = Areal hutan yang dibangun ditanah marginal (Ar) maka perlu subsidi

sebesar P2 — P

. Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa pemantapan kawasan hutan produksi akan
ebih terjamin bilamana harga lebih mantap dan makin tinggi.

(’i\;la surplus fl.msil usaha yang dikgmbalikan ke sumber untuk mempertahankan alokas; lahan sesuai
gan manfaat yang optimal. Bilamana hutan dibangun di kawasan marginal (tidak produktif,
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jahan kosong dan kritis) maka perlu subsidi untuk ilitasi N
competitif (P2 - P1). uk merchabilitasinya agar dapat menjadi lebih

Sebagai gambaran yang utuh mengenai kawasan hutan d; Indone
berlakunya UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang,
antara TGHK dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
ini.

sia saat ini, maka sesuai dengan
luas 'knwasan hutan hasil pemadu-serasian
(RUTRW) disajikan dalam Tabel | berikut

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan berdasarkan hasil pemadu-serasian TGHK & RUTRW

—
No Fungsi Hutan Luas (Ha) %
1. | Hutan Suaka Alam/ Hutan Pelestarian Alam (HAS/HPA) 20.500.988 17,03
2. | Hutan Lindung (HL) 33.519.600 27,85
3. | Hutan Produksi Terbatas (HPT) 23.057.449 19,16
4. | Hutan Produksi (HP) 35.197.011 29,24
5. | Hutan Produksi yang dikonversi (HPK) 8.078.056 6,72

JUMLAH 120.353.104 100

Sumber : Statistik Kehutanan dan Perkebunan Indonesia Tahun 2000.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum, hasil pemadu-
serasian ini serta memperhatikan hasil-hasil penataan batas yang telah dilakukan, maka Menteri
Kehutanan telah menerbitkan Penunjukkan Kawasan Hutan Propinsi. Jika dilihat data pada Tabel 1,
tampaknya masih terdapat cukup luas kawasan hutan di Indonesia. Namun untuk mengetahui
sejauh mana kondisi dari lahan hutan dimaksud maka pada Tabel 2 disajikan data kondisi
penutupan lahan pada sebagian hutan produksi di Indonesia.

Tabel 2. Penutupan lahan pada sebagian Hutan Produksi

Areal HPH Areal Ex-HPH Jumlah J
Kondisi
Penutupan Lahan l.uas (juta ha) | (%) | Luas (juta ha) | (%) Luas (%)
(juta ha)

l. Hutan Primer 18,3 45 0,6 11 18,9 40

2. Hutan Sekunder 11,1 27 2,5 44 13,6 33?
3. | Tidak berhutan (tanah 1,7 28 2,6 45 14,3 J

rtanian, dll

SOS0LE pert ) an,| 100 57 00| 468 lﬂ

Sumber : Badan Planologi Kehutanan, 2001 3

dengan Tabel 1, dapat diketahui gambaran tingkat

Data pada Tabel 2, jika dibandingkan e vang tlah berahir masa Konsesinya.

kerusakan hutan produksi, terutama pada areal

* Untung Iskandar, 2001. Potret Hutan Indonesia, BPK, Dephut, Jakarta. Bt
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. i I - IV yaitu hutan prj
Areal bekas HPH saat ini penanganannya dilakukan oleh P'l;{ [1,';:1:::383 5.7 juta ha. Primer

yang tersisa seluas 0,6 juta ha atau 11 % dari seluruh arcal ex-

4. DAMPAK SOSIAL EKONOMI

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan industri 'hasd-hasll ?D A Sela]: l;;t;(l:l;berlkan
d_ampak yang positif maupun negatif pada masyarakat, wilayah dan mgkungab v lal'hatau
lingkungan lain yang masih terpengaruh meskipun letaknya jauh. P ema':'faat?(" st e; aya;) utan
alam produksi mempunyai kaitan yang lebih erat dalam aspek sosial € on':)n;l and uda'ya
;n:cls)yarakat sekitar, dibanding dengan kegiatan ekonomi lain (pertambangan, perkebunan can e
ain).

Kaitan tersebut berupa ketergantungan kehidupan penduduk dengan k'eberadaan tta yene
besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya alternatif sumber !(ehldUPan yang t.ersedle?,
Diharapkan bahwa dampak pemanfaatan sumberdaya hutan berupa tersedianya kayu untuk industri,
dapat memberikan dampak positif dan merupakan suatu alternatif manfaat hutan dan lahan hutan
yang paling baik bagi penduduk setempat.

umumnya dampak positif yang diharapkan dari kegiatan

Menurut Gregory, (2001)*,
gory, (2001) bergantung pada hutan adalah

pengusahaan hutan produksi bagi penduduk yang kehidupannya
sebagai berikut :

Pendapatan atau kesempatan kerja dari kegiatan kehutanan
Hasil hutan non kayu

Kesejahteraan yang dibiayai dari hasil pengusahaan hutan
Kesempatan bercocok tanam

Fasilitas kredit dan pemasaran

Pendidikan keterampilan
Partisipasi dan keterlibatan dalam industri hasil hutan

Sarana dan prasarana untuk kepentingan umum

Bila dampak positif yang diharapkan tersebut tidak terealisir atau ternyata lebih kecil
daripada kesempatan lain misalnya berladang (menebang dan membakar hutan), dan mencuri kayu
maka akibatnya akan merugikan bagi pemerintah, pengusaha dan pada gilirannya kerugian bagi
masyarakat setempat itu sendiri. Namun bilamana jumlah pendudvk makin besar, dan kebutuhan
hidup sejahtera makin meningkat, maka dampak positif dari pengusahaan hutan itu seringkali tidak

dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat secara memadai.
Dampak positif pegusahaan hutan terhadap masyarakat sekitar (jarak tertentu terhadap batas

hutan) dapat didekati secara kuantatif. Sesuai dengan namanya, dampak ini (positif dan negatif)
adalah di luar perhitm}gan “econo.m{'? rent” yang berasal dari penjualan komoditi hasil hutan.
Dampak secara kuantatif tersebut disajikan dengan persamaan sebagai berikut (Bowes and Krutilla,

2002)8:

N (Uh-Ul) + EG +SP+SL+TP-KST-KL-KS

ds

4 Gregory, Robinson, G. 2001. Forest Resource Fconomics. John Wiley & Sons, New York. P 16
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MASALAH SOSIAL EKON MANAJEMEN

HUTAN PRODUKSI pj INDONESIA
(John E.HLJ. FoER')

OMI DALAM

Dimana :

N = Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di HPH

Uh = Tingkat rata-rata per tahun tenaga kerja yang bekerja di HPH

Ul = Tingkat upsh per tahun pekerjaan di luar HPH (lokal)

EG = Efek ganda pendapatan dan kesempatan kerja yang ditimbulkan
oleh kegiatan di HPH per tahun

SP = Sumbangan HPH untuk pembangunan sarana prasarana disekitar
HPH pertahun

SL = Sumbangan langsung dari HPH untuk beban sosial penduduk
disckitar pertahun

P = ;I‘r‘z:nsfer teknologi dan pendidikan/latihan kepada penduduk
tahun

KST = Kehilangan sumber tradisional penduduk akibat adanya HPH
pertahun

KS = Kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial yang terjadi karena

] masuknya HPH Di wilayah itu perhutan

s =

Faktor diskon sosial akan arus dampak tahunan yang terjadi.

Dari persamaan simbol-simbol disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa bilamana
Jjumlah totalnya positif, maka

keadilan HPH di suatu tempat memang memberikan dampak
yang baik meskipun masih tergantung pada besar kecilnya dampak tersebut. Ada lima
tanda positif dan tiga tanda n

egatif pada persamaan itu sehingga untuk menjadikan dampak
positif maka unsur-unsur negatif diupayakan mengecil. Dampak kesempatan kerja
misalnya akan lebih positif bila perbedaan tingkat upah kerja dan yang ikut serta di HPH
terjadi lebih tinggi dan lebih banyak.

Pada persamaan tersebut, dimasukkan unsur faktor diskon yang menunjukkan agar
arus dampak tahunan tersebut dibuat bisa lestari tidak han

ya berlangsung beberapa tahun
saja. Kelestarian dampak positif yang diharapkan pada gilirannya tergantung pada
kelestarian sumberdaya hutan yang bersangkutan.

5. ASPEK KONSERVASI PADA HUTAN PRODUKSI

Pada bagian awal telah diungkapkan adanya dua pandangan bahwa peman.faa.tan
sumberdaya hutan bertolak pada pasar (pemenuhan kebutuhan) yaitu mu.Itiple-output principle
dimana misalnya kawasan hutan untuk produksi kayu dapat dipisahkan dal:l kawasan hutan untu_k
Jasa sumber plasma nutfah. Sebaliknya, pemanfaatan yang bertolak dari kemampuan ekologis
secara utuh suatu kawasan sumberdaya hutan yaitu multiple function of a forest resource, makg
kawasan hutan produksi kayu tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi hutan yang lain seperti

nservasi sumber plasma nutfah, . o

¥ Ciri fungsi gznda sumberdaya hutan ini dapat disajikan dalam diagram joint-product yang

untuk sederhananya terdiri dari dua produk/jasa yaitu hasil kayu dan jasa plasma nutfah
biodiversitas sbb:
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kayu

K2 — —

biodiversitas

i i hutan produksi
i i i duksi kayu dari kawasan
Sumbu vertical diagram di atas adalah produ s (biodiversnas) . produksl

sedangkan sumbu horizontal adalah jumlah keaneka-ragam Jucti bl
& o rti digambarkan pada kurva a (proauc ion possibility
sama dapat dihasilkan dengan kombinasi seperti dig Ik basah agak unik yaitu kurva

curve). Hubungan produksi kayu dengan biodiversitas di hutap tropik ba: ;
(a) yang tertelungkup artinya untuk peningkatan satu unit produksi kayu, bersaing dengan

penurunan biodiversitas yang relatif lebih besar yang digambarkan' dengan pergeseran titik _A ke
titik B dimana d jauh lebih besar dari pada e. Kurva b adalah kurva mdeﬁ?rent yang mencerminkan
sikap negara berkembang yang lebih menghargai nilai tangible kayu dari pada kurva yang curam
mencerminkan sikap masyarakat negara maju yang menilai bioversitas lebih berharga dari pada
kayu dari kawasan sumberdaya hutan yang sama. Negara berkembang menghendaki tebangan
pohon kayu sebesar K1 atau lebih sedangkannegara maju menghendaki hanya K2 atau tidakada
tebangan sama sekali. Secara global mungkin akan terjadi kompromi yang menghasilkan tebangan

K1 dan K2 tergantung siapa yang lebih kuat.

S. ASPEK INSTITUSI

Terdapat sedikitnya tiga isu penting sehubunga C e . .
dengan pengelolaan hutan produksi yang meliputi : gan dengan aspek institusi yang berkaitan

— Kordinasi dan kewenangan sendiri
— Birokrasi dan privatisasi
— Profesionalisme dan hambatannya

Kehutanan sebagai salah satu
) sekt i
ters.clenggaranyz.x koordinasi antara sektor din?zikstexl;orcll?r?l
_dengan

menjauhkan koordinasi sedan .. S0 Yang dimiliki i o s
: T T gkan partisipasi masyy oy a 'sall?g;' daBl:; S:ml;k'a" halnya, akan
Ty ; mbangunan kehutanan
borbagai hal termasuk pengambilan
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keputusan. Kecenderungan institusi moderen dewasa ini lebih ban ak

peran pemerintah baik dalam perencanaan, pengawasan maupuny pe;:lf:fl::: ﬁzd?af:: gura:gl?:
barang dan jasa untuk diserahkan kepada pihak swasta, ¢ PGS

Peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan pel; i

jangka panjang harusnya dibatasi padny kegintai yang men g o e e
berkaitan dengan pengawasan masalah eksternalitas (negative externalities). Birokrasi dalam
pengelolaan hutan produksi dapat memberi peluang terjadinya ketidak-berhasilan pekerjaan di
lapangan. Seharusnya, perencanaan dan pengawasan HPH dilaksanakan oleh pihak swasta dengan
persyaratan tenaga profesional kehutanan yang memadai dan berdedikasi tinggi. Tenaga
pmfessior}al !cehutanan di HPH memang sudah cukup banyak tetapi akan lebih baik lagi bila
mereka diberi wewenang yang lebih luas sesuai dengan profesinya. Rekayasa manajemen sudah
harus dilakukan agar tenaga profesional kehutanan memegang peranan lebih besar dalam
pengelolaan .dar} pelestarian sumberdaya hutan. Hal ini akan menyebabkan kepercayaan pihak
investor menjadi lebih baik dan prinsip kerja saling menguntungkan dapat dijalankan dengan baik.

gandung resiko tinggi, termasuk yang

6. PENUTUP KEBIJAKAN YANG PERLU DITEMPUH

Permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi sektor kehutanan di era otonomi daerah
kabupaten dan kota adalah; degradasi sumberdaya hutan (SDH), penyerobotan/klaim atas SDH,
kekurangan pasokan bahan baku kayu bagi industri dalam negeri, pelaksanaan desentralisasi bidang
kehutanan yang belum benar dengan kasus-kasus penyelundupan kayu yang berlangsung terus.
Kondisi ini semakin diperparah dengan maraknya illegal logging dan kebakaran hutan.
Permasalahan tersebut telah memunculkan tuntutan banyak pihak termasuk dunia internasional

yang selayaknya segera diatasi dengan dengan mencari akar permasalahan dari kasus-kasus yang
muncul tersebut.

Ada 5 program prioritas yang telah dicanangkan pemerintah yaitu sebagai berikut :

e Pemberantasan penebangan liar (Illegal logging) dengan penerapan law enforcement yang tegas
dan benar.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan upaya pelaksanaan kebijakan zero

burning policy dengan merumuskan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak termasuk
Pemda Kota dan Kabupaten.

Restrukturisasi industri sektor kehutanan dengan meningkatkan bahan baku lewat hutan
tanaman industri serta peningkatan efisiensi produksi dan pengolahan hasil hutan.

Pembangunan hutan tanaman yang tidak hanya dibiayai oleh dana reboisasi tapi juga oleh para
investor swasta (PMA dan PMDN) termasuk oleh Koperasi dan Kelompok Tani Hutan.

Otonomi daerah di bidang kehutanan sesuai dengan semua UU dan peraturan yang berkaitan
dengan itu antara lain; UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, PP No. 25 tahun 2000

tentang rincian pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta UU No. 41
tahun 1999 tentang kehutanan.

Pelaksanaan kelima program prioritas ini nampaknya mengalami berbagai hambatan
terutama dalam hal penanganan illegal logging, penyelundupan kayu keluar negeri dan kebakaran
hutan. Sementara itu, industri kehutanan telah berada pada kondisi sangat kekurang.an bahan baku
yang tidak mungkin diadakan melalui impor. Salah satu strategi yang ml.mgkm ampuh fian
sekaligus menjaga kelestarian hutan adalah memindahkan sektor kehutanan dari sektor ekonomi ke
sektor KESRA. Sejalan dengan itu, untuk suatu peride tertentu, ekspor produk kayu dibatasi dan
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alam negeri. Memang akan terjadi masalah dalap,
kan devisa sesaat untuk menghilangkan atay bahka,,

sumber devisa, namun apakah kita mementing . mbal
’ = e . anjang sckaligus menambah Permasalap,,
fnghutigin gk e S ngkapa’:lnjnl:l berpulang pada; kebijakan politjk

lingkungan yang ada? Jawaban pasti terletak ; A
. e . i kepedulian dunia terhadap mq
pemerintah, kondisi sosial ckonomi masyarakat dan reaksi serta :(p:a(i-ha(i ol kontckps inifalah

lingkungan hidup. Diperlukan suatu kalkulasi ekonomi yang sang
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